BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 25 TAHUN 2005 SERI: A

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 29 AHUN 2005
TENTANG :

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

Bahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2005.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang ........... 2
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajek Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19598 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );

7. Undang-undang ........... 3
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenteng Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104  Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4165 );

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 {entang Pengeloiaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia 4022 ) ;

15. Peraturan ... 4
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Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tehun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2002

tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 20, Seri A);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
{Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri
A);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004

tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

24. Peraturan Daerah .............. 5



. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengkea Nomor 29 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 29, Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Majalengka {Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 30, Seri D);

. Peraturan Daersh Kabupaten Majalengke Nomor 31 Taehun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Majalengka (lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2004 Nomor 31, Seri D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004
tentang Rencana Stratejik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka
Tahun 2004 — 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2004 Nomor 32, Seri D);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2005 (lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2005 Nomor 1, Seri A);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri
D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2005
tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka (lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 Nomor 10, Seri E);

32. Peraturan Daerah ............ ()
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. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada
Bank Jabar Cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2005 Nomor 13, Seri E);

(%8

. Peraturan Daersh Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2005
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaren 2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 14, Seri A).

[5)
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1
Penjabaran Perubshan Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1 Pendapatan

a. Semula 446.237.915.994,11
b.Bertambah/(berkurang) Rp 19,508.613.180,83
Rp
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 465.836.529.174,94
2. Belanja
a. Semula Rp  455.946.765.741,11
b. Bertambah/(berkurang) Rp 15.588.613.180,83
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 475.545.378.921,94
Surplus/(Defisit) seteiah perubahan Rp { 8.708.845.747,00)

3. Pembiayaan ........... 7



3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp  15.208.849.747,00
2) Bertambah/(berkurang) R -
Jumiah Penerimaan setelah Perubahan Rp 15.208.849.747,00
‘b. Pengeluaran
1) Semula Rp 5.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumiah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubshan Rp  9.708.849.747,00
Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini muilai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Maijalengka
pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan ................ 8



Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 QOktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAALENGKA

SUHARDIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 2§ SERIA
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